
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 14 TAHUN 2OL2

TENTANG

nHnl[u$ut$usiltl

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diganti;

b.

Mengingat ; 1.

bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun L945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah.
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembarar
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembarar
Negara Nomor 9);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8+fi;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaail;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
501a);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
5025);

3.

4.

5.

7.
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9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s0ae);

10. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523il;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan
Lalu Lintas lalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3s2e);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4855);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor t32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor W);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang
Terminal Transportasi Jalan ;

18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L7 Tahun 2A07 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan
Daging (meat cutting plant);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Tahun
1988 Nomor 5 Seri C) ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor t4 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MKTAT DAEMH
KABUPATEN PAMEIGSAN

dan

BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAil UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Kepala Daerah adalah Bupati Pamekasan.
Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan
memungut Retribusi Jasa Usaha.

5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau Badan.

6. Badan adalah sekumpulan orcng dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi mass, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

8. lasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

9. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan
untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan
menurunkan orang dan/atau barang, sefta perpindahan moda
angkutan.

10. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki
tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi
atau yang beratnya lebih dari 3500 kg.

11. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnya tidak Iebih dari 3500 kg.

t2. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain
dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan
trayek angkutan perkotaan.

3.
4.
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Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam
satu daerah kota atau wilayah Ibu Kota Kabupaten dengan
menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang
terikat dalam trayek.
lumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan
bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut
rancangannya.

15. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau
tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau
kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

16. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat dengan RPH adalah
suatu bangunan atau komplek bangunan besefta peralatannya yang
dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

17. Her Keuring adalah pemeriksaan kembali daging hewan ternak yang
masuk ke dalam wilayah Daerah untuk menentukan layak dikonsumsi
atau tidak.

18. Pemeriksaan ante moftem adalah pemerikaan kesehatan hewan
potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa
berwenang.

19. Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan jeroan dan karkas
setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.

20. Produksi Usaha Daerah adalah kegiatan dinas dalam pembudidayaan
dan penyediaan bibit dan benih serta hasil ikutan dan/atau
sampingannya.

2L. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau
jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan
pariwisata.

22. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,
keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,
budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan
kunjungan wisatawan.

23. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung
berbagai fasilitas sefta layanan yang disediakan oleh masyarakat,
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
teftentu.

25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari
Pemerintah Daerah.

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi
sefta pengawasan penyetorannya.

29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
untuk mencari sefta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menentukan tersangkanya.
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BABtr
JENS RETRIBI'SI JASA USA}IA

Bagi.rn Kesilt
Umum
Pasal 2

Jenis RebibusiJasa Usaha meliputi :

a. Re0ibusi Femakaian Kek4aan Daerah;

b. Refribusi Terminal;

c. Reffibusi RPH;

d. RetribusiTernpat Rekreasi dan Olahraga; dan

e. Rebibusi Fenjualan Pnoduksi Usaha Daerah.

@hn l(edua
Retuibrd Pemalobn K@an Daerah

Paragaf I
I{ama, Obid$ dan Subjek ReEiburi

Pasal 3

Dengan nama Reffibusi Fernakaian Kelopan Daerah, dipurgut re$ibwi atas
pemakaian kekapan Daerah.

Pasal 4

(1) Objek Refribusi Femakaian Kekqrean herah adalah pernakaian kekapan
daemh.

(2) Dikeonlikan dari pengeftian penrakaian kelqaan Daemh sebagaimana
dimalsud pada OEt (1) adalah peng6lunaan tanah yiang tidak rnengubah fungsi
daritanah brsebut

Pasal 5

Subjek Rebibusi adalah omng pnbadi atau Badan )ang nerggunakay'nremakai
kekapan Daerah rcrE dimiliki Fmerintah Daerah.

Faragnf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan lasa

Pasal 6

Tingkat perEgunaan jma Femakaian KekalBan Daemh dkJmarkan atas lokmi, ltns
tanah, luas nnryan, jenis hsillhs, kapasibas, dan/atau jangle vraktu pemakaian.

Paragraf 3
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasilran dalam penehpan besamp tarif Refribusi Femakaian
Kekapan Daerah didmad<an pada h$mn untrk memperoleh keuntrngan )ang
larck

(2) Keunilngan )ang larck sebagaimana dimalaud pada q@t (1) adalah
keuntungan yang dipedeh apaUla pelapnan Femakaian Kekapan Daemh
brs$utdilakukan secara efisien dan berorientasipada haga pffiar.


